BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai
dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran
antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja,
keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam
tahun anggaran berjalan, perlu dilakukan perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati
mengajukan Rancangan  Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh
persetujuan bersama;

bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam huruf b merupakan perwujudan dari Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 yang
dijabarkan dalam kebijakan Plafon Anggaran sementara yang
telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
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Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
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Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor §)
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5950);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6206);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6244);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019
tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);



36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

6

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi  Pengajuan, penyaluran, dan  Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan keuangan Partai
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 630);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2005
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2005 Nomor 17);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2008
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2008 Nomor 34);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 21 Tahun 2014
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 21);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Adminsitratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2019 Nomor 10);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT
dan
BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula
berjumlah Rp4.520.752.813.530,00 bertambah sejumlah Rp71.545.704.756,00
sehingga menjadi Rp4.592.298.518.286,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

1. Semula ..ooooiiiiiiiiiii Rp4.520.752.813.530,00
2. Bertambah/(berkurang) ........c.ccccoeeiiiiiniiini. Rp71.545.704.756,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan ............. Rp4.592.298.518.286,00

b. Belanja Daerah

1. Semula ...oooieiiiiiiiiii e Rp4.593.303.908.247,00
2. Bertambah/(berkurang) ........cc.cocoeiiieiiiini. Rp313.517.014.263,00

Jumlah Belanja setelah Perubahan .................... Rp4.906.820.922.510,00
Surflus/(Defisit) setelah Perubahan.................... Rp(314.522.404.224,00)

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan

a) Semula ....ooiiiiiii Rp83.551.094.717,00
b) Bertambah/(berkurang) ........c..c.c.cceeeeen. Rp245.721.309.507,00
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan ....... Rp329.272.404.224,00

b. Pengeluaran
a) Semula ....ociiiiiiii Rp11.000.000.000,00
b) Bertambah/(berkurang) ......c.c.cccoeeeininii. Rp3.750.000.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan.. Rp14.750.000.000,00
Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan. Rp.314.522.404.224,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran
setelah Perubahan .............c.cooiiiin.. Rp0,00

Pasal 2
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Daerah
1. Semula ..ooveiiiiii Rp501.064.934.915,00
2. Bertambah/(berkurang) .......c.ccccoceeevenet. Rp(56.379.905.130,00)

Jumlah Pendapatan Asli Daerah
setelah Perubahan ..............cocooi Rp444.685.029.785,00



b. Dana Perimbangan

1. Semula ..oooooiiniiiii Rp2.930.815.526.500,00
2. Bertambah/(berkurang)............cccoceuuenen.. Rp(341.449.196.500,00)
Jumlah Dana Perimbangan

setelah Perubahan ..............cocooiii Rp2.589.366.330.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1. Semula ..ccoooviviiiiiiiiii Rp1.088.872.352.115,00
2. Bertambah/(berkurang) .......c.cc.coceeeenni. Rp469.374.806.386,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah

yang Sah setelah Perubahan ........................ Rp1.558.247.158.501,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1. Semula ...coooivviiiiiiiiii Rp167.308.318.500,00
2. Bertambah/(berkurang) .......c.ccccocoeiininil Rp(62.068.826.573,00)
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan ..... Rp105.239.491.927,00

b. Retribusi Daerah
1. Semula ..ocooviiiiiiii Rp24.595.247.768,00
2. Bertambah/(berkurang) ...........cococeeenene. Rp(4.485.450.609,00)
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan  Rp 20.109.797.159,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1. Semula ....ocoooviiiiiiiiiiiii RpS5.697.685.086,00
2. Bertambah/(berkurang) .......c.c.ccoceeeunnes Rp1.361.351.140,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan Rp7.059.036.226,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1. Semula ..ocoeeiiiiiniiiiiiii Rp303.463.683.561,00
2. Bertambah/(berkurang) ........c.ccoceevuieneni. Rp8.813.020.912,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

setelah Perubahan ............c.cooiiiin. Rp312.276.704.473,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak
1. Semula ..coooveiiiiiiiiiii Rp310.148.025.500,00
2. Bertambah/(berkurang) ........c.ccocoeeeuieneni. Rp(104.225.100.500,00)

Jumlah Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
setelah Perubahan ..........c.c.cooiiii. Rp205.922.925.000,00




b. Dana Alokasi Umum

1. Semula ...ocoviiiiiiiiii Rp1.876.965.358.000,00
2. Bertambah/(berkurang) ...........cccoeenenen.. Rp(179.204.137.000,00)
Jumlah Dana Alokasi Umum

setelah Perubahan ..............cocooiii Rp1.697.761.221.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1. Semula oo Rp743.702.143.000,00
2. Bertambah/(berkurang) .........c.c.c.......... Rp(58.019.959.000,00)
Jumlah Dana Alokasi Khusus

setelah Perubahan ..............cooiiii Rp685.682.184.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah
1. Semula ..ocooviiiiiii Rp285.600.496.000,00
2. Bertambah/(berkurang) .........c..cocoeeennis Rp45.157.945.000,00
Jumlah Hibah setelah Perubahan ................ Rp330.758.441.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak

1. Semula sebesar .........cccoeviiiiiiiiiiiiiiiiinnn.. Rp253.528.651.115,00
2. Bertambah/(berkurang) .......c.ccccoceeienni. Rp(2.567.159.577,00)
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah

Perubahan .........cccooviiiiiiiiiiiiiiiiiiien Rp250.961.491.538,00

c. Bantuan Keuangan
1. Semula sebesar .......cccoiiiiiiiiiiiiiiiiinen.. Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang) ........c.cc..coeueni. Rp412.011.131.000,00
Jumlah Bantuan Keuangan setelah Perubahan Rp412.011.131.000,00

d. Dana Transfer Lainnya

1. Semula ..ooooviiiniiiiiiiiii Rp549.743.205.000,00

2. Bertambah/(berkurang) ........c.ccoceeeuieneni. Rp14.772.889.963,00

Jumlah Dana Transfer Lainnya

setelah Perubahan ..............coooviiiiiinnn. Rp564.516.094.963,00
Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Belanja Tidak Langsung
1. Semula ..ooooeiiiiiiiii Rp2.675.207.456.117,00
2. Bertambah/(berkurang) .......c.ccccoceeeienent. Rp208.574.070.365,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung
setelah Perubahan ..............c.cocoi Rp2.883.781.526.482,00
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b. Belanja Langsung

1. Semula ...ocoviiiiiiiiii Rp1.918.096.452.130,00
2. Bertambah/(berkurang)............cccoceuuenen.. Rp104.942.943.898,00
Jumlah Belanja Langsung

setelah Perubahan ..............cocooiii Rp2.023.039.396.028,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai
1. Semula ..ooviniiiiiiiiii Rp1.738.191.062.122,00
2. Bertambah/(berkurang) ..........c............. Rp(55.418.199.621,00)
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan . Rpl.682.772.862.500,00

b. Belanja Bunga

1. Semula ...ccoovviiiiiiiiii Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang) .......c.ccccocoeiininil Rp0,00
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan ... Rp0,00

c. Belanja Subsidi
1. Semula ..coviiiniiii Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang)............cccocvuuenen.. Rp0,00
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan.. Rp.0,00

d. Belanja Hibah

1. Semula ...oooiviiiiiiiiii Rp90.136.871.000,00

2. Bertambah/(berkurang).............coceunenen.. Rp3.610.926.202,00

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan .... Rp93.747.797.202,00
e. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula cooeeiiiiiiiiiii e Rp7.402.500.000,00

2. Bertambah/(berkurang) .........ccccoceeeveneni. Rp5.146.450.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah

Perubahan ........cccccoviiiiiiiiiiiiiir e Rp12.548.950.000,00
f. Belanja Bagi Hasil

1. Semula ..ocooviiiiiniiiiiii Rp19.232.568.307,00

2. Bertambah/(berkurang) .......c.ccccoceeeienent. Rp(3.641.795.968,00)

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah

Perubahan ........c.cooiiiiii Rp15.590.772.339,00

g. Belanja Bantuan Keuangan
1. Semula .cooovviiiniiiiiiiii Rp794.906.114.440,00
2. Bertambah/(berkurang) .......c.ccccoceeevenei. Rp(8.954.048.378,00)

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan
setelah Perubahan ..............cocooii Rp785.952.066.062,00
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h. Belanja Tidak Terduga

1. Semula ..ooooviiiniiiiiiiii Rp25.338.340.248,00
2. Bertambah/(berkurang) ...........cccoeenenen.. Rp267.830.738.131,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga

setelah Perubahan ...........c.c.oooo Rp293.169.078.379,00

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari

jenis belanja:

a. Belanja Pegawai
1. Semula ...oooiviiiiiiiiiii Rp159.700.182.720,00
2. Bertambah/(berkurang) ........c.cccoeeuveneni. Rp48.786.929.751,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan.. Rp208.487.112.471,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula ....ooeviiiiniiiiiiiii Rp1.132.262.335.267,00
2) Bertambah/(berkurang)............ccocvunenen.. Rp172.586.421.584,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa

setelah Perubahan ..............cooiiiin. Rp1.304.848.756.851,00

c. Belanja Modal

1. Semula ..ocoooviiiiiiiii Rp626.133.934.143,00

2. Bertambah/(berkurang) .......c.c..coceeeenni. Rp(116.430.407.437,00)

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan .... Rp509.703.526.706,00
Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan

1. Semula .cooovviiiiiiiiiii Rp83.551.094.717,00
2. Bertambah/(berkurang) .......c.ccccoceeevenei. Rp 245.721.309.507,00
Jumlah Penerimaan setelah

Perubahan ........coocoiiiiiiiiiiiii Rp329.272.404.224,00

b. Pengeluaran

1. Semula .ooeeieiiiniiiiiii e Rp11.000.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) ........c.cccoceeiinni. Rp3.750.000.000,00

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan ....... Rp14.750.000.000,00
Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan:

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya
1. Semula Rp83.551.094.717,00
2. Bertambah/(berkurang) .......c.ccccoceeevenei. Rp245.721.309.507,00

Jumlah SiLPA tahun anggaran
sebelumnya setelah Perubahan .................. Rp329.272.404.224,00
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b. Pencairan Dana Cadangan
1. Semula ...coooiiiiiiiii Rp -
2. Bertambah/(berkurang)............cocovunenen.. Rp -
Jumlah Pencairan Dana Cadangan
setelah Perubahan .............c.coi. Rp -
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
1. Semula ..o.oovvviiiiiiiiiiii Rp -
2. Bertambah/(berkurang) .......c.cc.cocoeienni. Rp -
Jumlah Hasil Penjulan Kekayaan Daerah

yang dipisahkan setelah Perubahan ............. Rp -

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1. Semula ....ocoooviiiiiiiiii Rp0,00

2. Bertambah/(berkurang) .......c.ccccoceeeienni. Rp0,00

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah

setelah Perubahan ..............c.cooiiiiiinn, Rp0,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

1. Semula ...oooiviiiiiiiii Rp -

2. Bertambah/(berkurang) .......c.ccccoceeeieneni. Rp -

Jumlah Penerimaan Kembali
Pemberian Pinjaman setelah Perubahan ....... Rp -

f.  Penerimaan Piutang Daerah sejumlah
1. Semula  ..ooveiiniiiiiiii Rp -
2. Bertambah/(berkurang) ..........ccoceeenenene. Rp -

Jumlah Penerimaan Piutang Daerah
setelah Perubahan .............c.cooi Rp -

g. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
1. Semula ...ccoovvviiiiiiiiiii Rp -
2. Bertambah/(berkurang) .......c.cc.cocoeienni. Rp -

Jumlah Penerimaan Piutang Daerah
setelah Perubahan ..............c.cooiii Rp -

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
pembiayaan:

a. Pembentukan Dana Cadangan
1. Semula ....ooiviiiiiiiiiiiiiii Rp -
2. Bertambah/(berkurang) ...........cocoeeenenenn. Rp -

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan
setelah Perubahan ..............coociiiin. Rp -

b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah
1. Semula ..ooooiiiiiiii Rp11.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang) .......c.ccccoceeeieneni. Rp3.750.000.000,00

Jumlah Penyertaan Modal (investasi)
Pemerintah Daerah setelah Perubahan ........ Rp14.750.000.000,00
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c. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri

1. Semula ...ocoviiiiiiiiii Rp -
2. Bertambah/(berkurang) ..........c.cocoenenen.. Rp -

Jumlah Pembayaran Pokok Pinjaman
Dalam Negeri setelah Perubahan ................. Rp -

d. Pembayaran Pokok Utang

1. Semula ...oooiviiiiiiiiiii Rp -

2. Bertambah/(berkurang) .......c.ccccocoeeienei. Rp -

Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang

yang Jatuh Tempo setelah Perubahan........... Rp -

e. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. -

1. Semula ...oooooviiiiiiiii Rp -

2. Bertambah/(berkurang) .......c.ccccoceeienni. Rp -

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah

dan Obligasi Daerah setelah perubahan ....... Rp -
Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1.
2.

Lampiran I

Lampiran II

. Lampiran III

. Lampiran IV

Lampiran V

. Lampiran VI

. Lampiran VII

. Lampiran VIII

Ringkasan Perubahan APBD;

Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah dan Organisasi SKPD;

Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per
Jabatan;

Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang
Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun
Anggaran ini;

Daftar Pinjaman Daerah.



14

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Diundangkan di Garut
pada tanggal 23 - 10 - 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,
ttd

ZAT ZAT MUNAZAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2020 NOMOR 2

Mengetahui
Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
u.b.

KRISTANTI WAHYUNLSH
NIP. 197406082005012009

Y

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 23 - 10 - 2020

BUPATI GARUT,
ttd

RUDY GUNAWAN

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT, PROVINSI JAWA BARAT

(2/149/2020)
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